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ABSTRACT  ARTICLE INFO 
This research is motivated by the Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), a national curriculum 
policy innovation integrated with the mental revolution agenda. This policy gave rise to a 
discourse on character crisis that became the basis for legitimizing changes to the education 
curriculum in Indonesia. This study aims to analyze how the construction of knowledge and 
power relations works in the formation of PPK policy through Michel Foucault's governmental 
perspective. The method used is qualitative research based on literature reviews, a 
genealogical approach, and analysis of educational policy documents. The results show that 
PPK is formed through the production of a moral crisis discourse that serves as a basis for 
policy legitimacy and operates through government mechanisms that direct individuals to 
internalize character values such as religiosity, nationalism, independence, cooperation, and 
integrity. The implementation of PPK is not only pedagogical, but also becomes a technology 
of power that shapes subjects through the normalization of values in the school environment. 
This study concludes that PPK policy is a practice of power that operates productively through 
knowledge, discourse, and the shaping of individual behavior within the national education 
system. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari inovasi kebijakan kurikulum nasional 
yang terintegrasi dengan agenda revolusi mental. Kebijakan tersebut memunculkan wacana tentang karakter krisis yang menjadi dasar 
legitimasi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi pengetahuan 
dan hubungan kekuasaan bekerja dalam pembentukan kebijakan PPK melalui perspektif pemerintahan Michel Foucault. Metode yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan genealogis dan analisis dokumen kebijakan 
pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK dibentuk melalui produksi wacana krisis moral yang berfungsi sebagai legitimasi 
kebijakan, serta bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mengarahkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter 
seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Implementasi PPK tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga menjadi 
teknologi kekuasaan yang membentuk subjek melalui normalisasi nilai di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kebijakan PPK merupakan praktik kekuasaan yang bekerja secara produktif melalui pengetahuan, wacana, dan pembentukan perilaku 
individu dalam sistem pendidikan nasional. 
Kata Kunci: formasi diskursif; governmentality Michel Foucault; karakter pendidikan; kurikulum nasional 
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INTRODUCTION 

Pendidikan sebagai salah satu instrumen strategis yang berperan penting dalam membentuk kualitas 
individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, negara tidak hanya mentransmisikan pengetahuan dan 
keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai, norma, dan orientasi perilaku yang dianggap penting bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara (Faruq & Bakar, 2025; Rokhmah & Siregar, 2025). Oleh karena itu, 
pendidikan selalu menjadi sektor yang memperoleh perhatian besar dari pemerintah melalui berbagai 
kebijakan dan pembaruan kurikulum (Fangestu & Marpuah, 2025). Dalam konteks Indonesia, salah satu 
kebijakan yang mendapat perhatian luas adalah Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang 
diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya 
manusia. 

Kebijakan PPK memperoleh momentum yang kuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 
melalui program Revolusi Mental yang menempatkan pembangunan karakter sebagai prioritas nasional. 
Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pemerintah 
berupaya membentuk murid yang memiliki nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas 
(Fikri et al., 2022; Samputra & Satrio, 2021). Program ini diposisikan sebagai solusi atas berbagai 
persoalan sosial dan moral yang dianggap menghambat kemajuan bangsa. Dalam implementasinya, PPK 
tidak hanya hadir sebagai program pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan 
nasional yang terintegrasi dengan kebijakan kurikulum dan tata kelola pendidikan (Rahmadani & Al 
Hamdany, 2023).  

Penelitian mengenai PPK menunjukkan bahwa kebijakan ini diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai 
karakter dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya membentuk 
karakter murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Suanto & Nurdiyana, 2020). Penelitian lain 
menemukan bahwa keberhasilan PPK dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sekolah, dan 
masyarakat serta berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku murid (Yulianto et al., 2020). 
Selain itu, PPK merupakan bagian penting dari reformasi pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum 
nasional (Fikri et al., 2022). Dari perspektif yang lebih kritis, pendidikan karakter dipandang sebagai 
instrumen negara untuk menanamkan nilai-nilai moral pada warga negara (Syahputra & Maida, 2021).  

Sejalan dengan itu, kebijakan PPK tidak hanya berfungsi sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai 
mekanisme kekuasaan yang membentuk individu agar secara sukarela menginternalisasi nilai dan norma 
yang ditetapkan oleh negara (Ariandy, 2019). Meskipun berbagai penelitian telah membahas 
implementasi dan peran PPK dalam pendidikan nasional, sebagian besar penelitian masih berfokus pada 
efektivitas program, strategi pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter murid. 
Kajian yang secara khusus menganalisis PPK sebagai praktik kekuasaan yang bekerja melalui konstruksi 
pengetahuan, produksi wacana, dan mekanisme pengaturan perilaku dalam kerangka governmentality 
Michel Foucault masih relatif terbatas. 

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kebijakan PPK 
sebagai objek kajian kritis untuk mengungkap relasi antara pendidikan, kekuasaan, dan pembentukan 
subjek dalam kebijakan kurikulum nasional. Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah bagaimana aktor-aktor yang memiliki otoritas dalam bidang pendidikan 
memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang perubahan kurikulum dan urgensi pendidikan karakter 
untuk membentuk serta melegitimasi kebijakan PPK. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan 
bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja melalui kebijakan PPK dalam mengarahkan perilaku, 
membentuk norma, dan menghasilkan subjek pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan 
negara. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPK melalui perspektif governmentality Michel 
Foucault dengan menelusuri proses pembentukan wacana, relasi kekuasaan, dan mekanisme pengaturan 
perilaku yang bekerja di balik kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih kritis mengenai hubungan antara pendidikan dan kekuasaan dalam 
kebijakan kurikulum nasional, sekaligus memperkaya kajian tentang pendidikan karakter dari perspektif 
studi kebijakan dan teori sosial kritis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi 
bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang 
lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap keragaman sosial. 

 

LITERATURE REVIEW 

Pendidikan, Kekuasaan, dan Governmentality Michel Foucault 

Michel Foucault memandang kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara atau 
institusi tertentu, melainkan sebagai relasi yang tersebar dalam berbagai praktik sosial dan bekerja melalui 
produksi pengetahuan, norma, serta wacana yang diterima sebagai kebenaran (Adam & Kamaruddin, 
2024; Portschy, 2020). Dalam perspektif ini, pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling 
membentuk power/knowledge, sehingga kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, tidak dapat 
dipahami sebagai instrumen administratif yang netral, melainkan sebagai mekanisme yang memproduksi 
cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat (Anderson & Holloway, 2020; Pitsoe & Vlăduțescu, 
2024). Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu arena penting bagi negara untuk membentuk 
subjek yang sesuai dengan nilai dan tujuan yang diinginkan (Siswadi, 2024).  

Salah satu konsep penting yang dikembangkan Foucault adalah governmentality, yaitu cara negara 
mengelola populasi melalui mekanisme yang tidak selalu bersifat koersif, tetapi bekerja melalui 
pembentukan kesadaran, pengaturan perilaku, dan internalisasi norma (Jessen & von Eggers, 2020; 
Paraná et al., 2026). Melalui mekanisme ini, individu didorong untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan 
standar yang telah dikonstruksi sebagai sesuatu yang benar dan ideal. Dalam konteks pendidikan, 
kebijakan kurikulum, sistem evaluasi, serta berbagai program pembentukan karakter dapat dipahami 
sebagai teknologi pemerintahan yang membentuk murid menjadi subjek yang patuh terhadap norma yang 
telah ditetapkan (Cholifah, 2024; Nur et al., 2023; Rafillah, 2025).  

Selain konsep governmentality, Foucault juga mengembangkan pendekatan genealogi untuk menelusuri 
bagaimana suatu pengetahuan atau kebijakan terbentuk melalui proses historis, pertarungan wacana, dan 
relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini tidak berupaya menemukan asal-usul 
tunggal suatu fenomena, melainkan mengungkap berbagai kepentingan, praktik, dan kondisi yang 
memungkinkan suatu kebijakan muncul serta diterima sebagai sesuatu yang normal dan sah (Castro-
Gómez et al., 2023; Guizzo, 2021; Portschy, 2020). Oleh karena itu, pendekatan genealogis relevan untuk 
memahami proses terbentuknya kebijakan PPK dalam konteks dinamika politik pendidikan di Indonesia. 

 

PPK sebagai Kebijakan Pendidikan 

Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda strategis dalam sistem pendidikan Indonesia yang 
bertujuan membentuk murid agar memiliki nilai moral, etika, dan kepribadian yang sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional. Program PPK diperkuat secara formal melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses 
pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan ini menempatkan nilai religius, 
nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas sebagai nilai utama yang perlu dikembangkan pada diri 
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murid (Attruk et al., 2024; Fitrah et al., 2024; Sakban & Sundawa, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi pendidikan karakter telah menjadi bagian integral dari kurikulum nasional. 
Pendidikan karakter diterapkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk membentuk 
perilaku dan sikap murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Gunawan et al., 2020).  

Selain itu, pendidikan karakter telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum sekolah 
menengah sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Ngasa, 2025). 
Di sisi lain, pendidikan karakter tidak hanya dipahami sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga sebagai 
mekanisme pengelolaan perilaku sosial. Pendidikan karakter berperan dalam membentuk perilaku 
generasi muda agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap ideal oleh masyarakat dan negara (Asad & 
Fridiyanto, 2020). Demikian, pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, 
tetapi juga dengan pembentukan warga negara yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. 
Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh agensi 
guru dalam menafsirkan, memilih, dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam praktik pembelajaran 
(Maulana, 2022).  

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter tidak selalu diterapkan secara 
seragam, melainkan melalui proses negosiasi dan interpretasi di tingkat sekolah. Dari perspektif yang 
lebih kritis, pendidikan karakter mulai dipahami sebagai bagian dari praktik kekuasaan yang bekerja 
melalui konstruksi nilai dan norma sosial. Pendidikan karakter dalam kurikulum nasional tidak dapat 
dilepaskan dari proses konstruksi nilai yang dilegitimasi melalui kebijakan pendidikan (Alhamuddin, 2024). 
Sejalan dengan itu, pendidikan karakter juga dipandang sebagai instrumen negara untuk menanamkan 
nilai-nilai moral pada warga negara (Murtiningsih et al., 2024). Bahkan, kebijakan PPK tidak hanya 
berfungsi sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk 
individu agar secara sukarela menginternalisasi nilai dan norma yang ditetapkan oleh negara (Zaharah et 
al., 2023).  

 

METHODS 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) yang dilaksanakan 
dalam paradigma critical qualitative research. Paradigma ini digunakan karena penelitian tidak hanya 
bertujuan mendeskripsikan kebijakan PPK, tetapi juga mengungkap relasi kuasa, konstruksi pengetahuan, 
dan proses normalisasi yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif kritis 
berorientasi pada kajian terhadap struktur sosial, ideologi, dan mekanisme kekuasaan yang membentuk 
suatu fenomena sosial (Levitt et al., 2021). Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap 
berbagai sumber yang relevan dengan kebijakan PPK. Dokumen primer meliputi Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Kurikulum 2013, Naskah Gerakan 
Nasional Revolusi Mental, serta berbagai peraturan dan pedoman pelaksanaan PPK yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Dokumen sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, berita media massa, dan dokumen 
publik lainnya yang membahas pembentukan maupun implementasi kebijakan PPK. Pemilihan dokumen 
dilakukan secara purposive berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yaitu dokumen yang 
memuat informasi mengenai proses pembentukan kebijakan, perubahan kebijakan dari Full Day School 
(FDS) menuju PPK, implementasi nilai-nilai karakter dalam pendidikan, serta respons berbagai aktor 
terhadap kebijakan tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan genealogi Michel 
Foucault untuk menelusuri proses historis, pertarungan wacana, serta relasi kuasa yang melatarbelakangi 
lahirnya kebijakan PPK. Analisis diawali dengan pengumpulan dan penelaahan berbagai dokumen yang 
telah dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut 
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dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan wacana pendidikan 
karakter, relasi kuasa, proses normalisasi, serta pembentukan subjek dalam kebijakan pendidikan. 

Tema-tema yang ditemukan kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif genealogi guna 
mengungkap kondisi historis, kepentingan, dan dinamika wacana yang memungkinkan kebijakan PPK 
muncul serta memperoleh legitimasi dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahap berikutnya, konsep 
governmentality digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan PPK berfungsi sebagai teknologi 
pemerintahan yang mengarahkan perilaku individu melalui internalisasi nilai-nilai karakter yang dianggap 
ideal. Melalui proses analisis tersebut, penelitian berupaya menjelaskan mekanisme kekuasaan yang 
bekerja dalam pembentukan dan implementasi kebijakan PPK serta implikasinya terhadap pembentukan 
subjek dalam pendidikan. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui 
perbandingan berbagai dokumen kebijakan, publikasi akademik, dan dokumen pendukung lainnya. 
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi 
kebijakan PPK, sekaligus meminimalkan bias interpretasi dalam proses analisis data. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Pembentukan Wacana PPK dalam Dokumen Kebijakan Nasional 

Hasil analisis terhadap Naskah Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan dokumen Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa 
kemunculan PPK tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan karakter bangsa yang menjadi 
prioritas pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dokumen Gerakan Nasional 
Revolusi Mental, pembangunan karakter ditempatkan sebagai strategi untuk membentuk masyarakat 
yang berintegritas, beretos kerja, dan memiliki semangat gotong royong. Wacana tersebut kemudian 
diadopsi ke dalam sektor pendidikan melalui kebijakan PPK yang menempatkan sekolah sebagai 
instrumen utama dalam pembentukan karakter warga negara. Analisis dokumen Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menunjukkan bahwa pemerintah 
menetapkan lima nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.  

Nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak hanya diposisikan sebagai tujuan 
pendidikan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku murid sesuai dengan nilai-
nilai yang ditetapkan negara. Selain itu, berbagai dokumen resmi Kemendikbud menunjukkan bahwa 
implementasi PPK dipromosikan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan moral yang dianggap 
terjadi di kalangan generasi muda. Narasi mengenai menurunnya moralitas, meningkatnya perilaku 
menyimpang, serta kebutuhan akan penguatan identitas kebangsaan secara konsisten muncul dalam 
berbagai dokumen kebijakan. Temuan ini menunjukkan adanya konstruksi pengetahuan yang 
menempatkan pendidikan karakter sebagai jawaban yang dianggap paling tepat atas berbagai persoalan 
sosial tersebut. 

 

Genealogi Kebijakan PPK dari Wacana FDS 

Hasil penelusuran dokumen kebijakan dan pemberitaan media menunjukkan bahwa lahirnya PPK memiliki 
keterkaitan erat dengan polemik kebijakan FDS yang sebelumnya muncul. Pada fase awal 
implementasinya, kebijakan FDS mendapatkan berbagai bentuk persetujuan dari masyarakat, organisasi 
keagamaan, serta lembaga pendidikan nonformal karena dianggap berpotensi menggeser peran 
pendidikan berbasis komunitas, seperti madrasah diniyah, serta mengurangi ruang sosial-keagamaan 
bagi murid di luar sekolah formal. Penolakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 
ideologis, karena menyangkut cara pandang terhadap peran negara dalam mengatur waktu dan ruang 
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pendidikan. Analisis terhadap berbagai dokumen publik menunjukkan bahwa resistensi terhadap FDS 
kemudian diikuti oleh pergeseran arah kebijakan pemerintah menuju narasi penguatan karakter dalam 
pendidikan. Pergeseran ini terlihat dari semakin dominannya istilah “karakter pendidikan” dalam dokumen 
kebijakan resmi dibandingkan dengan istilah FDS yang secara bertahap mengalami penurunan intensitas 
wacana.  

Meskipun demikian, substansi kebijakan yang berkaitan dengan intensifikasi aktivitas sekolah, penguatan 
kontrol terhadap perilaku murid, serta perluasan fungsi pendidikan tetap dipertahankan dalam skema 
PPK. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi proses penyusunan ulang kebijakan, bukan penghapusan 
substansi secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tidak 
terjadi secara linier dan teknokratis, melainkan melalui proses negosiasi, kompromi, serta pertarungan 
wacana yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan di ruang publik. Dalam perspektif ini, kebijakan 
PPK dapat dipahami sebagai hasil konfigurasi ulang wacana pendidikan yang berupaya menjaga 
keinginan pembentukan karakter, namun dalam bentuk yang lebih dapat diterima secara sosial dan politik. 
Dengan demikian, lahirnya PPK tidak hanya mencerminkan perubahan istilah kebijakan, tetapi juga 
mentransformasikan legitimasi strategi dalam tata kelola pendidikan nasional. 

 

Mekanisme Pengaturan Perilaku dalam Implementasi PPK 

Analisis terhadap pedoman pelaksanaan PPK menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran sentral dalam 
proses internalisasi nilai-nilai karakter pada murid. Nilai-nilai karakter tidak hanya disampaikan melalui 
proses pembelajaran formal di dalam kelas, tetapi juga diintegrasikan ke dalam budaya sekolah, tata tertib, 
kegiatan ekstrakurikuler, serta sistem penilaian sikap dan karakter. Integrasi ini menunjukkan bahwa 
pembentukan karakter tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan 
melalui berbagai praktik pendidikan yang saling terhubung dalam ekosistem sekolah. Selain itu, dokumen 
implementasi PPK menunjukkan bahwa guru menduduki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan 
sekaligus aktor utama dalam pembentukan karakter murid. Peran guru tidak terbatas pada penyampaian 
materi pembelajaran, tetapi juga mencakup pelatihan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perilaku murid 
dalam kehidupan sehari-hari.  

Kehadiran instrumen penilaian karakter dalam berbagai dokumen sekolah menunjukkan bahwa aspek 
afektif dan perilaku memperoleh porsi yang signifikan dalam proses pendidikan, sehingga guru berfungsi 
sekaligus sebagai pendidik akademik dan pengarah perilaku sosial murid. Temuan lainnya menunjukkan 
bahwa mekanisme pembentukan karakter dalam PPK bekerja melalui proses pembiasaan yang terus-
menerus serta internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Peserta didorong untuk tidak 
hanya memahami nilai-nilai yang diajarkan, tetapi juga mengaktualisasikannya hingga menjadi bagian dari 
kebiasaan dan identitas diri. Dengan demikian, kebijakan PPK tidak hanya mengatur dimensi kognitif 
pembelajaran, tetapi juga membentuk standar perilaku serta subjektivitas murid yang dianggap ideal 
dalam kerangka pendidikan nasional. 

 

Normalisasi Nilai Karakter dalam Wacana Pendidikan 

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa nilai-nilai PPK telah terintegrasi secara luas dalam berbagai 
regulasi, panduan pendidikan, program sekolah, serta materi pelatihan bagi guru. Kehadiran nilai karakter 
secara berulang dalam berbagai dokumen menunjukkan bahwa nilai tersebut telah menjadi bagian dari 
kerangka berpikir yang dominan dalam pendidikan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya proses 
normalisasi terhadap nilai-nilai yang dipromosikan melalui kebijakan PPK. Selain ditemukan dalam 
dokumen resmi pemerintah, wacana mengenai pentingnya pendidikan karakter juga muncul dalam 
berbagai publikasi media massa dan pernyataan pejabat negara. Sebagian besar narasi yang 
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berkembang menggambarkan pendidikan karakter sebagai kebutuhan mendesak untuk menghadapi 
tantangan sosial dan perkembangan zaman. Narasi tersebut memperkuat legitimasi kebijakan PPK 
sebagai kebijakan yang dianggap penting dan relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan PPK 
tidak hanya beroperasi melalui regulasi formal, tetapi juga melalui produksi wacana yang membentuk 
pemahaman masyarakat tentang pendidikan yang ideal. Dengan demikian, nilai-nilai karakter 
memperoleh legitimasi yang kuat dan diterima sebagai bagian yang wajar dalam sistem pendidikan 
nasional. 

 

Discussion 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemunculan kebijakan PPK didahului oleh konstruksi wacana 
mengenai krisis moral generasi muda, degradasi karakter bangsa, serta pentingnya pembangunan 
karakter nasional. Wacana tersebut kemudian menjadi dasar legitimasi bagi lahirnya kebijakan yang 
menempatkan pendidikan karakter sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan pendidikan. Temuan 
ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada implementasi dan efektivitas PPK 
dalam sistem pendidikan nasional (Fikri et al., 2022; Suanto & Nurdiyana, 2020; Yulianto et al., 2020). 
Berbeda dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi program 
pendidikan, PPK terlebih dahulu dibangun melalui produksi pengetahuan yang mendefinisikan adanya 
persoalan sosial tertentu yang harus diselesaikan melalui intervensi pendidikan. Dalam perspektif 
power/knowledge, pengetahuan mengenai “krisis karakter” tidak hadir secara netral, melainkan berfungsi 
sebagai dasar yang memungkinkan lahirnya mekanisme pengaturan sosial melalui kebijakan pendidikan 
(Adam & Kamaruddin, 2024; Anderson & Holloway, 2020; Portschy, 2020).  

Demikian, kebijakan PPK dapat dipahami sebagai hasil dari relasi antara pengetahuan dan kekuasaan 
yang membentuk cara masyarakat memahami persoalan karakter serta solusi yang dianggap sah untuk 
mengatasinya. Temuan mengenai keterkaitan antara Gerakan Nasional Revolusi Mental dan PPK 
menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk 
membentuk warga negara sesuai dengan visi pembangunan nasional. Hasil penelitian ini mendukung 
pandangan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga 
sebagai sarana pembentukan nilai-nilai sosial dan moral yang dianggap ideal oleh negara (Asad & 
Fridiyanto, 2020; Syahputra & Maida, 2021). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang 
menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai dan 
norma yang dilegitimasi melalui kebijakan negara (Alhamuddin, 2024; Zaharah et al., 2023).  

Dalam perspektif governmentality, proses tersebut menunjukkan bagaimana negara mengatur populasi 
tidak hanya melalui regulasi formal, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran, pengelolaan perilaku, 
dan internalisasi nilai tertentu sehingga individu terdorong untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan (Jessen & von Eggers, 2020; Paraná et al., 2026). Kajian kontemporer juga 
menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan modern bekerja melalui mekanisme pembentukan subjektivitas 
yang memungkinkan individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan tujuan institusional dan 
sosial yang dianggap ideal (Shoshana, 2022). Oleh karena itu, integrasi nilai religius, nasionalis, mandiri, 
gotong royong, dan integritas dalam PPK dapat dipahami sebagai teknologi pemerintahan yang berupaya 
membentuk subjek pendidikan sesuai dengan orientasi pembangunan nasional. Lebih lanjut, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPK dilakukan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam 
pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.  

Temuan tersebut memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan karakter telah 
menjadi bagian integral dari kurikulum nasional dan dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembelajaran 
maupun budaya sekolah (Gunawan et al., 2020; Ngasa, 2025; Suanto & Nurdiyana, 2020). Namun 
demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter 
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tidak hanya memiliki fungsi pedagogis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme normalisasi. Melalui 
proses pembelajaran, pembiasaan, penilaian sikap, dan budaya sekolah, murid diarahkan untuk 
menyesuaikan perilakunya dengan standar moral yang dianggap ideal. Dalam perspektif Foucauldian, 
proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara produktif melalui pembentukan kebiasaan, 
penciptaan norma, dan pengaturan perilaku sehari-hari tanpa harus mengandalkan paksaan secara 
langsung. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan 
PPK dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk perilaku 
murid (Yulianto et al., 2020). Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengendalian perilaku 
tersebut berlangsung melalui mekanisme yang lebih kompleks daripada sekadar koordinasi antar aktor. 
Melalui pembiasaan, evaluasi karakter, budaya sekolah, dan penguatan nilai dalam aktivitas pendidikan, 
murid didorong untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri.  

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai governmentality dalam pendidikan yang 
menunjukkan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui kombinasi mekanisme disipliner dan pengaturan 
diri (self-government), sehingga individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan tujuan yang 
telah ditetapkan oleh institusi (Han, 2023). Dengan demikian, efektivitas PPK tidak hanya terletak pada 
keberadaan aturan formal, tetapi juga pada keberhasilannya membentuk subjek yang menginternalisasi 
nilai-nilai karakter sebagai bagian dari identitasnya. Dari perspektif genealogi, transformasi kebijakan dari 
FDS menuju PPK memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses negosiasi, 
resistensi, dan pertarungan wacana yang berlangsung dalam ruang sosial. Temuan ini memperkuat 
pandangan bahwa kebijakan pendidikan tidak lahir secara linier maupun alamiah, melainkan merupakan 
hasil interaksi berbagai kepentingan, aktor, dan relasi kuasa yang membentuk arah kebijakan publik 
(Castro-Gómez et al., 2023; Guizzo, 2021; Portschy, 2020).  

Penolakan terhadap kebijakan FDS mendorong pemerintah untuk mereposisi kebijakan melalui PPK yang 
memiliki substansi serupa, tetapi memperoleh legitimasi yang lebih luas karena dikaitkan dengan 
kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Temuan ini juga mendukung penelitian yang menunjukkan 
bahwa implementasi pendidikan karakter selalu melibatkan proses negosiasi dan interpretasi dalam 
praktik pendidikan (Maulana, 2022). Oleh karena itu, lahirnya PPK dapat dipahami sebagai hasil 
transformasi wacana yang memungkinkan agenda pembentukan karakter tetap dijalankan dalam bentuk 
yang lebih dapat diterima oleh berbagai kelompok sosial. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
PPK berperan dalam proses pembentukan identitas warga negara yang dianggap ideal oleh negara. 
Temuan ini sejalan dengan penelitian yang memandang pendidikan karakter sebagai instrumen 
pembentukan warga negara yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional (Asad & Fridiyanto, 
2020; Murtiningsih et al., 2024).  

Dalam konteks tersebut, murid dikonstruksikan sebagai individu yang religius, berintegritas, mandiri, 
nasionalis, serta memiliki tanggung jawab sosial. Kajian kontemporer mengenai tata kelola pendidikan 
juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya mengatur proses belajar, tetapi juga turut 
membentuk kategori-kategori subjek yang dianggap sesuai dengan tujuan sosial dan politik tertentu 
(Wilkins & Gobby, 2024). Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai sarana 
pembelajaran nilai, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan identitas sosial dan kewarganegaraan 
yang selaras dengan visi negara tentang warga negara yang ideal. Berbeda dengan sebagian besar 
penelitian terdahulu yang berfokus pada efektivitas penerapan karakter pendidikan, penelitian ini 
menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan juga perlu dipahami sebagai praktik kekuasaan yang bekerja 
melalui produksi pengetahuan, pembentukan wacana, normalisasi nilai, dan pembentukan subjek (Fikri et 
al., 2022; Gunawan et al., 2020; Suanto & Nurdiyana, 2020). Demikian, penelitian ini memperluas kajian 
karakter pendidikan dengan menempatkannya dalam perspektif kebijakan pendidikan dan teori sosial 
kritis. 
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Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan refleksi bahwa penyusunan kebijakan pendidikan perlu 
mempertimbangkan keberagaman konteks sosial dan budaya masyarakat serta membuka ruang 
partisipasi yang lebih luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan pendidikan yang disusun 
secara partisipatif berpotensi mengurangi dominasi satu perspektif tertentu dalam mendefinisikan karakter 
ideal warga negara serta memungkinkan terjadinya dialog yang lebih demokratis mengenai tujuan 
pendidikan nasional. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis dilakukan 
berdasarkan studi dokumentasi sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung pengalaman 
guru, murid, maupun pembuat kebijakan dalam implementasi PPK di lapangan. Selain itu, penelitian ini 
berfokus pada dokumen kebijakan tingkat nasional sehingga belum menjelaskan variasi implementasi 
PPK pada tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat 
mengombinasikan analisis dokumen dengan wawancara mendalam, observasi, atau studi kasus di 
sekolah tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kekuasaan 
dalam implementasi pendidikan karakter. 

 

CONCLUSION 

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan PPK melalui perspektif governmentality 
Michel Foucault, penelitian ini menemukan bahwa PPK tidak hanya merupakan program pendidikan untuk 
membentuk karakter murid, tetapi juga hasil konstruksi pengetahuan, produksi wacana, dan relasi 
kekuasaan dalam politik pendidikan nasional. Analisis genealogis menunjukkan bahwa kebijakan ini 
diawali oleh wacana krisis moral generasi muda dan degradasi karakter bangsa yang berfungsi sebagai 
rezim kebenaran dalam melegitimasi PPK. Temuan ini juga menunjukkan bahwa transformasi dari FDS 
menuju PPK merupakan hasil negosiasi, resistensi, dan pertarungan wacana antar aktor dalam ruang 
sosial-politik pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa PPK berfungsi sebagai teknologi 
governmentality yang menginternalisasikan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas 
melalui praktik pembelajaran, budaya sekolah, pembiasaan, serta evaluasi karakter.  

Mekanisme tersebut mendorong murid untuk melakukan pengawasan diri sesuai standar yang ditetapkan 
negara, sehingga kekuasaan bekerja secara produktif melalui internalisasi nilai, bukan melalui paksaan 
secara langsung. Demikian, pendidikan karakter tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga menjadi 
mekanisme pembentukan subjek dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, 
penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan produk sosial-politik yang tidak bebas 
dari relasi kuasa dan produksi pengetahuan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan perlu lebih partisipatif, 
demokratis, dan berbasis pada kebutuhan nyata agar tidak hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga 
mendorong kesadaran kritis murid. Namun, penelitian ini terbatas pada studi dokumentasi sehingga belum 
menangkap pengalaman aktor di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 
menggunakan pendekatan lapangan, seperti wawancara, observasi, atau studi kasus. 
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